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PUTUSAN
Nomor 1814/Pdt.G/2020/PA.Btm

o

~"

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1,

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Bengkong

Kolam gg. Kolam 2 Blok B1 No. 7, Kelurahan Sadai,

Kecamatan Bengkong, Kota Batam;, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan
Merlion Square, RT. 01 RW. 20 Kelurahan Tanjung Uncang,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16

November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam

pada tanggal 18 November 2020 dengan register perkara Nomor

1814/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada
tanggal 11 September 1999, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir,
Propinsi Riau, sesuai Akta Nikah Nomor : 334/12/1X/1999, tertanggal 13
September 1999;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1814/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik
talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta
Nikah;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2
(dua) orang anak :

XXXXKXXXKXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXX, umur 20 Tahun;
XXXXXXXXXHXEXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXX, umur 18 Tahun 4 Bulan

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kota Batam;

5. Bahwa awal penikah anatara Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak Mei 2018 sampai sekarang kehidupan rumah
tangga Penggugat tidak dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak
harmonis lagi yang disebabkan:

a. Tergugat sehari hari nya bekerja Sablon tetapi setiap hari selalu
mengeluh tidak punya uang dari penghasilan usaha Sablon
kenyataannya Usaha tetap jalan intinya Termohon tidak jujur;

b. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama
Jamilah dan dengar kabar Tergugat telah menikah siri dengan wanita
tersebut sejak bulan Desember 2018 di Medan,;

c. Tergugat semenjak Menikah siri tersebut jarang pulang
kerumah, Tergugat lebih senag bersama isteri sirinya dan semenjak
itu Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

d. Tergugat Pada lebaran haji tahun 2019 pernah pulang kerumah,
Tergugat mengaku kepada Penggugat dia telah menceraikan isteri
sirinya dan mau kembali kepada Penggugat lantas Penggugat
menerima Tergugat kembali untuk membina rumah tangga, setelah
beberapa minggu Tergugat kembali berhubungan dengan Isteri
sirinya lewat Vidio Coll dan semenjak itu Penggugat tidak tahan lagi
terjadi keributan besar dan Penggugat berkesimpulan minta cerai

sama Tergugat;
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6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat
sering berselisih dan bertengkar, namun percekcokan tersebut pada
awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua
belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcokan itu semakin
bertambah tajam sehingga Tergugat pergi kerumah keluarganya pada
alamat tersebut diatas;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan awal bulan Januari
2019 sampai bulan Maret 2020 tidak sekamar lagi atau pisah ranjang
dan sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang telah pisah rumah;

8. Bahwa, Penggugat dan keluarga telah berupaya mengatasi masalah
tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup
lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya
Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi
Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa, Pengguagat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat
dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX );

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan

Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;
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Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh upaya mediasi, hamun sesuai laporan Mediator Dr. H.
Barmawi, M.H. tanggal 03 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan dengan agenda untuk mendengarkan
laporan dari mediator dan sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang
lagi menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya
itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini
diperiksa secara contradiktoir;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di
persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK :
XXXXXXXXxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Batam,
tanggal 02 Juni 2019 yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda
(P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXxxX tanggal
11 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P.2(;

B.Saksi
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Saksi 1 XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Bengkong Harapan 1l Rt. 003 RW. 001, Kelurahan Bengkong Indah

Kecamatan Bengkong Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik sepupu Penggugat, Tergugat bernama Ibrahim;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada
tanggal 11 September 1999 di (KUA) Kecamatan Tembilahan,
Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina
rumah tangga di kota Batam;

- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2
(dua) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak Mei 2018
sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis
lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita lain dan saat ini sudah
menikah dengan wanita lain tersebut;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena masalah
ekonomi dimana Tergugat tidak cukup memberi nafkah untuk
Penggugat;

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar hanya cerita dari Penggugat, saksi juga
sering melihat Penggugat menangis dan menceritakan bahwa la habis
bertengkar dengan Tergugat dan di pukul oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Maret 2020;
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- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Tergugat;

- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;

- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah
diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena
Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

Tanjung Uma Rt. 002 RW. 008, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan

Lubuk Baja Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak sepupu.Penggugat, Tergugat bernama Ibrahim;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada
tanggal 11 September 1999 di (KUA) Kecamatan Tembilahan,
Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina
rumah tangga di kota Batam;

- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2
(dua) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak Mei 2018
sampai sekarang inirumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis
lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita lain dan saat ini sudah
menikah dengan wanita lain tersebut;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena masalah
ekonomi dimana Tergugat tidak cukup memberi nafkah untuk

Penggugat;
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- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar, hanya cerita dari Penggugat, saksi juga
sering melihat Penggugat menangis dan menceritakan bahwa
Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan di pukul oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Maret 2020;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Tergugat;

- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;

- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah
diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena
Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat
menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat
didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak
mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan
selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir
lagi, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai
gugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih

lanjut;
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Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian
tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal
tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta
otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti
tersebut menjelaskan bahwa Penggugat beragama lIslam dan tinggal di
wilayah hukum Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah mengenai
fakta yang dilihat sendiri/di dengar sendiri/dialami sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah mengenai
fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang
saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis
kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai
keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling
menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk
menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Saksi 1 dan
Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

a.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor 334/12/IX/1999 tanggal 11 September 1999 dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;

b.

Bahwa sejak sekitar bulan Mei tahun 2018 rumah tangga Penggugat

dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
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yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang serta Tergugat telah
menikah dengan perempuan lain;

c.

Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan
kediaman besama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah
berpisah sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang ini;

d.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara,
melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan
untuk bisa menyatukan Tergugat dan Tergugat sangat tipis;

e.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap
bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang
telah menikah pada tanggal 11 September 1999 di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi
Riau,;

b.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk
dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya
sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan
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istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-
masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga (onheelbaare tweespalt), selain itu saat ini Penggugat dan
Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi
pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak
dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa
mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga
tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang
seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya
mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah
pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi
semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena
itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan
dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang
yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk

dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan
demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah
memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh
karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum
angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua)
dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah
perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan
Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan
terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,
maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali
suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian
tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal
155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat
wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan
pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
serta berdasarkan azas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang
timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( XXXXXXXXXXXXXXXXX )
terhadap Penggugat ( XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp596.000,00 ( lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah

);

Demikianlah  diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Drs.
SYARKASYI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Erina, M.H. dan Drs. H.
Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Dewi Oktavia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dra. Erina, M.H. Drs. SYARKASYI, M.H.

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.
Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya ATK : Rp50.000,-
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Perkara

3. PNBP Panggilan : Rp20.000,-

4. Biaya Panggilan : Rp480.000,-

5. Biaya Redaksi : Rpl10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp6.000,-

JUMLAH :  Rp596.000,-

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
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